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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx0003, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 19
Mei 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan PT. xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten
Paser, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir, Jone, 28 Juni
1985 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Paser, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13
September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Tgt,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten
Paser, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 02 Februari
2008;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
mess PT. xxxxxx di Jalan Kesuma Bangsa KM. 04 Desa Tepian Batang
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 3 tahun, kemudian
pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan D.| Panjaitan
Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah
melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama :

a. Anak |, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 08 November 2008;

b. Anak Il, lahir di Paser pada tanggal 22 Desember 2012;

C. Anak Ill, lahir di Paser pada tanggal 29 Maret 2015;
Adapun anak pertama dan kedua pada saat ini berada dalam pengasuhan
Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam pengasuhan Termohon;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon

dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang
tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui dengan melihat
langsung Termohon dan laki-laki tersebut sedang berjalan bersama;

b. Bahwa Termohon sibuk dengan kegiatannya berupa bekerja, sehingga
Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri,
dalam hal Termohon jarang menyiapkan keperluan-keperluan Pemohon
dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat boros dan Termohon tidak dapat
menghargai penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, sehingga
Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon, bahkan Termohon
selalu marah-marah kepada Pemohon apabila uang yang diberikan oleh
Pemohon kurang menurut Termohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih

kurang pada bulan Juni 2019 disebabkan antara lain :
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a. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, bahkan Termohon
sering tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar kepada
Pemohon, bahkan Termohon selalu marah apabila Pemohon
menasehati Termohon untuk selalu memberi kabar ketika pergi keluar
rumah;

b. Termohon memiliki sifat tidak jujur, dalam hal Termohon pernah
menggadaikan kendaraan roda dua milk Pemohon tanpa
sepengetahuan Pemohon;

dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih

tinggal bersama orang tua Termohon di Jalan Sultan Abdurrahman RT. 007

RW. 006 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten

Paser, dan tidak lama setelah itu Pemohon pergi dan memilih tinggal

bersama saudara kandung Pemohon di Jalan RM. Noto Sunardi Gang

Setia Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,

dan sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 bulan lamanya dan

selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon

merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup

lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon
bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Tanah Grogot;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Tanah Grogot;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab wupaya damai tidak berhasil, selanjutnya
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat
didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir
di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

L. Bu
kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 02 Februari
2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

Il. Bukti Saksi

1. Fajrianur bin Jafar Hasan, lahir di Tanah Grogot, tanggal 22

November 1974 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JIn. Notosunardi Gg.45 RTO6/RW03

Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,

dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak
kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang
saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga tinggal di mess PT. xxxxxx di Desa Tepian Batang Kecamatan
Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian pindah dan tinggal
bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten
Paser;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu
tanpa alasan, selain itu, Termohon sebagai penyanyi sering keluar
rumah, sehingga anak tidak terurus, selain itu juga, Termohon tidak
cukup terhadap nafkah pemberian Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon tersebut;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,
Pemohon tingga bersama kakak Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

2. Faulina Hartati binti M. Jafar Hasan, lahir di Tanah Grogot,

tanggal 02 Maret 1977 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Damit RT004

Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, di bawah sumpah

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak
kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang
saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga tinggal di mess PT. xxxxxx di Desa Tepian Batang Kecamatan
Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian pindah dan tinggal
bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten
Paser;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu
tanpa alasan, selain itu, Termohon sebagai penyanyi sering keluar
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rumah, sehingga anak tidak terurus, selain itu juga, Termohon tidak
cukup terhadap nafkah pemberian Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat / mendengar sendiri
tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan
Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,
Pemohon tingga bersama kakak Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa sebelum putusan dibacakan, atas pertanyaan Majelis, Pemohon
menyatakan sanggup memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.
900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan
lamanya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut
hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus
dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha
mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali
dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
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mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan
mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan
alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan
Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan
Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara
yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten
langen);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 1l hal 405 yang berbunyi:

AT n‘ﬁ‘/\\\m

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi
sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan
telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXxxxxX Tanggal 02 Februari 2008) merupakan akta otentik yang berdaya
bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon
telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Tanah Grogot
Kabupaten Paser, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah
mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam
perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Pemohon mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan
Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan
atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang
saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon
yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg
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jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal
175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-
saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan
untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila
dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan
keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 21 Januari 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan, selain itu, Termohon
sebagai penyanyi sering keluar rumah, sehingga anak tidak terurus,
selain itu juga, Termohon tidak cukup terhadap nafkah pemberian
Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

4, Bahwa kedua saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah
terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, terbukti antara Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya semua dalil
permohonan Pemohon dapat diterima adanya;
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Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan
penasihatan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata
tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah
dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut
di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah
tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan,
selain itu, Termohon sebagai penyanyi sering keluar rumah, sehingga
anak tidak terurus, selain itu juga, Termohon tidak cukup terhadap nafkah
pemberian Pemohon;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun
sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam
di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang

P NI N

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan
akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum-hukum Allah SWT",

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga
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tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan

Y d:

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang

sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua
pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus
dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh
yang berbunyi sebagai berikut:

L AIP G EG 5@ SLEH
Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah
didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti
kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah
terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan
berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, tidak
terbukti Termohon melakukan nusyuz dan keinginan bercerai atas kehendak
Pemohon, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim secara ex-officio
membebankan kepada Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, dan akan

mempertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang
atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur’'an
surat Al Bagarah ayat 241 : )

ve) ouls Lt Bseam kg fs cdllis Us
Artinya : “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa” ;
Dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 :
e2 Yos s 8855 S5 Higilad
Artinya : “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan
cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa mut’ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada
bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu
terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi
kepedihan hati Termohon. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam
dalam Kitab al Fighu al Islamiyyu wa Adilllatuhu Juz VII halaman 321, yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,
menyatakan yang artinya: “Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya,
dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain
kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami
istri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka
sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada
Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam, masing-masing jumlah mut'ah dan nafkah iddah
tersebut sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan batas-batas
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kewajaran, dan dimuka persidangan Pemohon telah menyanggupi pembayaran
mut'ah untuk Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan
nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu
rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan lamanya sejumlah Rp. 2.700.000,00
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membayar mut'ah,
dan nafkah iddah kepada Termohon tersebut sesuai kemampuan Pemohon,
dan akan dinyatakan dalam amar putusan di bawabh ini;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan
tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir,
maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Tanah Grogot;
4, Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

berupa;
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4.1.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
dan dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan;

4.2.Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (satu juta rupiah)
perbulan x 3 = Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan
dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp

476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i
Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik
Aswandi, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jamaludin,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
Ttd. Ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.l. Erik Aswandi, S.H.l.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
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2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Panggilan

4. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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